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BAB II 

AKAD MUD{A<RABAH DALAM HUKUM ISLAM 

A. Akad dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Akad 

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab  َدَ ق َع ادَ قَ عَ َ -  yang berarti 

menyimpulkan, mengikat dan membangun atau mendirikan. Bisa juga  

berarti kontrak (perjanjian yang tercacat).
1
 Pengertian akad secara 

etimologis memiliki beberapa arti sebagai berikut:  

a. Mengikat (al-rabt{u), yaitu mengumpulkan dalam dua ujung tali dan 

mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga sambung, kemudian 

keduanya menjadi bagian sepotong benda,  

b. Sambungan (‘aqdatun), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung 

dan mengikat,  

c. Janji (al-‘ahdu), sebagaimana dijelaskan dalam surat A<li Imra>n ayat 76, 

 ََ ََ  َ َ َ َ    ََََ 

Artinya:‚(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 

janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertakwa‛. 

 

Istilah ‘ahdu dalam al-Qur’an mengacu pada pernyataan seseorang 

untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada 

sangkut pautnya dengan orang lain. Perkataan ‘aqdu mengacu terjadinya 

dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji 

kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan 

pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka 

                                                      
1
 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, ditela’ah oleh Ali Ma’shum 

dan Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 953.  
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terjadilah perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari orang yang mempunyai 

hubungan antara satu dengan yang lain disebut perikatan (‘aqad). 

Sedangkan secara terminologi syar’i, akad adalah perikatan i>ja>b 

dan qa>bu>l yang dibenarkan oleh syari’at yang yang menetapkan keridhaan 

kedua belah pihak.
2
 

Menurut Wahbah Zuh{ayli>, akad adalah hubungan atau keterkaitan 

antara i>ja>b dan qa>bu>l diskursus yang dibenarkan oleh syari’ah dan 

memiliki implikasi hukum tertentu. Atau merupakan keterkaitan antara 

keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syari’at dan akan 

menimbulkan implikasi tertentu.
3
 

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah secara umum 

pengertian adad dalam arti luas sama dengan pengertian dalam segi 

bahasa, menurut pendapat ulama’ Shafi’iyah, Malikiyah dan Hambaliyah 

yaitu: 

1) Pengertian secara luas dalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh 

seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf , talak, 

pembebasan atau suatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua 

orang  seperti jual beli, perwakilan dan gadai. 

2) Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan i>ja>b 

dan qa>bu>l berdasarkan ketentuan syari’at yang berdampak pada 

objeknya.
4
 

2. Landasan Hukum Akad 

Beberapa sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum akad 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

QS. Al-Ma>idah ayat 1, 

   َ َ  ََ  َََ

                                                      
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 44-45. 

3
 Ismail Nawawi Uha, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 197. 

4
 Ibid., 198. 
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Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 

itu‛.
5
 

 

QS. A<li ‘Imra>n ayat 76, 

 ََ ََ  َ َ َ َ    ََ 

Artinya: ‚(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 

janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa.‛
6
 

 

QS. al-Isra>’ ayat 34, 

               

Artinya: ‚Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti 

diminta pertanggungan jawabnya.‛
7
 

 

b. Kaidah Fikih 

لَ ا ل َ ق دََِفيَِص  ىَال ع  ي نََِرِض  اقدِ  ت ع  ت ه ََال م  ن تيِ ج  اه ََو  م  اإل تزِ  اق دََِم  باِلتَّع   

Artinya: ‚Pada asasnya akad adalah kesepakatan para pihak dan 

akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri 

mereka melalui janji.‛ 

 

Setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, 

tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila hal ini 

terjadi maka transaksi tidak sah.
8
 

                                                      
5
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2010), 106. 
6
 Ibid., 59. 

7
 Ibid., 285. 

8
 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath 
Hukum Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 189. 
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3. Prinsip Akad 

Secara terminologi, prinsip atau asas adalah dasar atau sesuatu 

yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Adapun prinsip-prinsip 

akad berdasarkan syari’ah Islam adalah sebagai berikut: 

a. Asas ila>hiyah 

Kegiatan muamalah tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai 

ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan 

hal ini berupa tanggung jawab kepada masyarakat, pihak kedua, diri 

sendiri, dan kepada Allah swt. Akibatnya manusia tidak akan berbuat 

sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapat 

balasan dari Allah swt.
9
  

b. Asas iba>h{ah 

Asas iba>h{ah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang 

muamalah secara umum. Asas ini didasarkan pada kaidah fiqih yang 

berbunyi  ‚pada asasnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang 

melarangnya‛. Artinya, segala tindakan-tindakan muamalah sah 

dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut.  

Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, 

maka berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat 

dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian 

tersebut.
10

 

c. Asas kebebasan (al-h{uriyyah) 

Salah satu asas akad adalah kebebasan (al-h{uriyyah), yang 

merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak 

yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat 

perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan 

persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara 

penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan 

                                                      
9
 Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 30. 

10
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 83. 
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pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, 

maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan 

bahkan tidak sah.
11

 

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 

melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut 

ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, 

maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan 

harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini 

tidaklah absolut, sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, 

maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.  

Menurut Faturrahman Djamil, bahwa syari’ah Islam memberikan 

kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akan sesuai dengan 

yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah 

ajaran agama. 

d. Asas persamaan atau kesetaraan (al-musa>wah) 

Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, untuk itu 

antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi 

atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh 

karena itu, manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan 

suatu perikatan.  

Dalam melakukan perikatan, para pihak menentukan hak dan 

kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan 

kesetaraan, tidak boleh ada kedhaliman yang dilakukan dalam 

perikatan tersebut.  

e. Asas keadilan (al-ada>lah) 

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu 

persamaan. Menurut Yusuf Qard{awi, keadilan adalah keseimbangan 

antara berbagai potensi indivisu, baik moral maupun materiil, antara 

                                                      
11

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,cet 2 (Jakarta: Kencana, 2013), 92. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

28 

 

individu dan masyarakat dan antara masyarakat satu dengan yang 

lainnya berdasarkan syari’ah Islam. 

Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut 

untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, 

memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua 

kewajibannya. 

f. Asas kerelaan (al-rid{a>) 

Berdasarkan surat an-nisa>’ ayat 29, dinyatakan bahwa setiap 

transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan 

antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, 

penipuan, dan mis-statement. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu 

perbuatan muamalat dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Jika 

hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela 

ini menunjukkan keikhlasan dan i’tikad baik dari para pihak. 

g. Asas kejujuran dan kebenaran (as}-sidq}) 

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia 

dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga muamalah. Jika 

kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak 

legalitas perikatan itu sendiri dan akan menimbulkan perselisihan di 

antara para pihak.  

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki 

manfaat bagi pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi 

masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalah yang 

mendatangkan bahaya adalah dilarang. 

 

h. Asas tertulis (al-kita>bah) 

Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan 

dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi, dan diberikan tanggung 

jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. 

Selain itu, dianjurka pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan 
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tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai 

jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan jaminan menjadi alat bukti atas 

terjadinya perikatan tersebut.
12

 

4. Rukun dan Syarat-syarat Akad 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 

sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 

membentuknya. Berikut ini beberapa rukun yang membentuk akad: 

a. Para pihak yang membuat akad (al-‘a>qidayn), 

b. Pernyataan kehendak para pihak (s{i>ghat al-‘aqdi/i>ja>b dan qa>bu>l), 

c. Objek Akad (al-ma’qud ‘alayh/mahallul-‘aqdi), 

d.  Tujuan akad (Mawd{u>’ al-‘aqdi).13
  

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan 

qabul. Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk 

menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau 

lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak 

berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan 

atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan 

yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari’at Islam.
14

 

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad 

diklasifikasikan dalam beberapa syarat, yaitu sebagai berikut: 

a. Syarat Terbentuknya Akad (Shuru>t{ al-In’iqa>d) 

1) Syarat para pihak: 

a) ‘Aqil (berakal), 

b) Tamyi>z (dapat membedakan), 

c) Mukhta>r (bebas dari paksaan),
15

 

d) Berbilang pihak. 

2) Syarat i>ja>b  (penawaran) dan qa>bu>l (menerima) 

                                                      
12

 Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan ..., 31 -37 
13

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, 47. 
14

 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 45. 
15

 Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan ..., 61 
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a) Persesuaian i>ja>b (penawaran) dan qa>bu>l (menerima) atau 

tercapainya kesepakatan,  

b) Kesatuan majelis akad.
16

 

c) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus jelas, sehingga 

dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. 

d) Antara i>ja>b  dan qa>bu>l menunjukkan kehendak para pihak secara 

pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. 

3) Syarat objek akad  

a) Objek akad harus ada ketika akad dilangsungkan, 

b) Objek yang dibenarkan syari’ah,  

c) Objek harus jelas dan dikenali,
17

 

d) Objek dapat diserahkan, 

e) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, 

f) Objek akad dapat ditransaksikan. 

4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’.
18

 

b. Syarat Keabsahan Akad(Shuru>t{ al-S{ih{ah) 

1) Penyerahan objek akad tidak menimbulkan kerugian (d{arar), 

2) Objek akad tidak mengandung gharar, 

3) Akad harus bebas dari riba, 

4) Terhindar dari syarat-syarat fasid yaitu d{arar, gharar, dan riba.
19

 

c. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Shuru>t{ al-nafadh) 

Apabila telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan 

keabsahan akad, maka suatu akad dikatakan sah. Akan tetapi, 

meskipun sudah sah, ada kemungkinan akibat-akibat hukum tersebut 

belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya disebut akad mawqu>f (terhenti/tergantung). 

1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, yaitu dengan para 

pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan atau 

                                                      
16

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ..., 97-98. 
17

 Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan ..., 66. 
18

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ..., 98. 
19

 Ibid., 100. 
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mendapat kuasa dari pemilik, dan objek tersebut tidak tersangkut 

hak orang lain. 

2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, yaitu 

dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak 

hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukan. 

Seperti tingkat kecakapan bertindak hukum minimal yaitu tamyi>z, 

tingkat kecakapan bertindak hukum sempurna yaitu kedewasaan, 

dan tingkat kecakapan bertindak hukum maksimal yaitu apabila 

tidak terpenuhi, maka tindakan hukumnya tidak sah. 

d. Syarat mengikatnya akad (shart{ al-luzu{m) 

Pada asasnya, akad yang telah memenuhi rukun dan ayarat-

syarat yang telah disebut di atas adalah mengikat para pihak dan tidak 

boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak 

tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang 

menyimpang dari asas ini dan tidak mengikat , meskipun rukun dan 

semua syaratnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu 

sendiri atau adanya hak khiya>r (hak opsi untuk meneruskan atau 

membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak. Seperti 

akad penitipan atau akad gadai. 

Di lain pihak, akad-akad yang didalamnya terdapat salah satu 

jenis khiya>r juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di 

dalamnya tidak ada lagi hak khiya>r. bebas dari hak khiya>r inilah yang 

disebut syarat megikatnya akad.
20

  

 

5. Macam-macam Akad 

Macam-macam akad antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Akad munji>z, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad.  

                                                      
20

 Ibid., 104. 
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b. Akad mu’allaq, yaitu akad yang di dalam pelaksanaanya terdapat 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. 

c. Akad mud{a>f, yaitu akad yang di dalam pelaksanaanya terdapat syarat-

syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 

pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.
21

 

Selain pembagian macam-macam akad yang telah disebut di atas, 

menurut ulama’ fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Adapun 

klasifikasinya adalah sebagai berikut: 

a. Dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari : 

1) Akad s{ah{i>h{, yaitu kalimat yang telah memenuhi rukun dan syarat. 

Sehingga akibat yang timbul berlaku bagi kedua belah pihak. 

2) Akad yang tidak s{ah{i>h{, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada 

rukun atau syaratnya, sehingga akibat hokum tidak berlaku bagi 

kedua pihak yang berakad.
22

 

b. Ada dan tidaknya qismah pada akad, terdiri dari: 

1) Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syarat dan telah 

ada hukumnya, seperti jual beli, hibah dan ija>rah. 

2) Akad ghayru musammah, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh 

syara’ dan belum ditetapkan hukumnya. 

c. Disyari’atkan dan tidaknya akad, terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Akad musyara’ah, yaitu akad yang dibenarkan oleh syara’, seperti 

gadai dan jual beli. 

2) Akad mamnu>’ah, yaitu akad yang dilarang syara’, seperti menjual 

anak binatang dalam perut induknya. 

d. Sifat bendanya, terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Akad ‘ayniyah, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan 

barang-barang, seperti jual beli. 

                                                      
21

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, 50. 
22

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2003), 110-111. 
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2) Akad ghayru ‘ayniyah, yaitu akad yang tidak disertai dengan 

penyerahan barang-barang, seperti akad amanah. 

e.  Berlaku dan tidaknya akad, yaitu: 

1) Akad nafidhah, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari 

penghalang-penghalang akad. 

2) Akad mawqu>fah, yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan-

persetujuan, seperti akad fud{uli (akad yang berlaku setelah disetujia 

pemilik harta). 

f. Luzu>m dan dapat dibatalkan, dari segi ini dibagi menjadi empat: 

1) Akad lazim yang menajdi hak kedua belah pihak yang tidak dapat 

dipindahkan, seperti akad kawin. 

2) Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat 

dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli. 

3) Akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak, seperti akad rahn. 

4) Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu 

persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta orang 

yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan orang yang menerima 

titipan. 

g. Akad dalam sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 

1) Akad mu’a>wad{ah, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik, 

seperti jual beli. 

2) Akad tabarru’, yaitu  akad yang berlaku atas dasar pemberian dan 

pertolongan, seperti hibah. 

3) Akad yang tabarru’ asalnya dan menjadi akad mu’a>wad{ah pada 

akhirnya, seperti qira>d{ dan kafa>lah. 

h. Harus dibayar ganti dan tidaknya, terbagi menhadi tiga yaitu: 

1) Akad d{ama>n, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua 

sesudah benda-benda diterima, seperti qira>d{. 
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2) Akad ama>nah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, 

bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan. 

3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi 

merupakan d{ama>n, menurut segi yang lain merupakan ama>nah, 

seperti rahn. 

i. Tujuan akad, terdiri dari: 

1) Bertujuan tamli>k, seperti jual beli. 

2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama, seperrti shirkah dan 

mud{a>rabah. 

3) Bertujuan tawthiq (memperkokoh kepercayaan), seperti rahn dan 

kafa>lah. 

4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti waka>lah dan wasiat. 

5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti titipan.
23

 

6. Hal-hal yang Membatalkan Akad 

Tidak setiap akad (kontrak) mempunyai kekuatan hukum 

mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada kontrak-kontrak tertentu 

yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan 

adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan (kerelaan) atau 

kehendak sebagian pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan 

atau keridaan seseorang adalah sebagai berikut : 

a. Paksaan / Intimidasi (Ikra>h) 

Ikra>h yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan 

yangtidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga 

menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan 

hilangnya kerelaan. 

b. Kekeliruan atau kesalahan (Ghalat{) 

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad 

atau kontrak.Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal : 

                                                      
23

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, 52-55. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

35 

 

1) Pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas 

tetapiternyata cincin itu terbuat dari tembaga. 

2) Pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna 

ungu,tetapi ternyata warna abu-abu.  

Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal 

sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya 

akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak 

memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan. 

c. Penyamaran harga barang (Ghubn) 

Ghubn secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu 

fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) 

dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga 

sesungguhnya. Di kalangan ahli fiqh ghubn ada dua macam yakni : 

1) Penyamaran ringan. Penyamaran ringan ini tidak berpengaruh pada 

akad.  

2) Penyamaran berat yakni penyamaran harga yang berat, bukan saja 

mengurangi keridaan tapi bahkan melenyapkan keridaan. Maka 

kontrak penyamaran berat ini adalah batil. 

3) Penipuan (al-Khila>bah). Penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada 

obyek akad agar tampiltidak seperti yang sebenarnya. Maka pihak 

yang merasa tertipu berhak fasakh. 

4) Penyesatan (al-Taqri>r). Menggunakan rekayasa yang dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan akad yang disangkanya 

menguntungkannya tetapi sebenarnya tidak menguntungkannya. 

Taqrir tidak mengakibatkan tidak sahnya akad, tetapi pihak korban 

dapat mengajukan fasakh.
24

 

7. Berakhirnya Akad 

                                                      
24

 Eko Marwanto, ‚Pengertian Akad dan Jual Beli‛, dalam 

http://www.ekomarwanto.com/2011/11/pengertian-akad-dan-jual-beli.html, diakses pada 2 

Desember 2014. 

http://www.ekomarwanto.com/2011/11/pengertian-akad-dan-jual-beli.html
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Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir 

apabila: 

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang 

waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya 

tidak mengikat. 

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap 

berakhir jika: 

1) Jual beli itu fasid, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu 

rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 

2) Berlakunya khiya>r sharat{, ‘ayb, dan ru’yah. 

3) Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. 

4) Tercapainya tujuan akad secara sempurna. 

d. Salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan ulama fiqh 

menyatakan bahwa tidak akad otomatis berakhir dengan wafatnya 

salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir 

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di 

antaranya akad sewa menyewa, akad rahn, akad kafa>lah, dan akad 

waka>lah.
25

 

 

B. Mud{a>rabah dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Mud{a>rabah 

Mud{a>rabah diambil dari lafad al-d{arbu yaitu perjalanan untuk 

berdagang.
26

 Adapula yang menyebutnya qira>d{ dan muqa>rad{ah yang 

berasal dari lafad al-qard{u yang berarti memotong, karena pemilik modal 

memotong sebagian dari hartanya untuk berdagang dan memotong 

sebagian dari labanya.
27

 Istilah mud{a>rabah dipakai oleh madhhab Hanafi, 

Hambali dan Zaydi yang merupakan bahasa Irak , sedangkan istilah qira>d{ 

                                                      
25

 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 109. 
26

 Sayyid Sa>biq, Fiqh Sunnah,  Jilid 3, (Beirut: Darul Fikr, 1983), 212. 
27

 Muhammad Ash-Sharbini Al-Khatib, Al Iqna’ Fi H{illi Alfa>z{i Abi Shuja’, Juz 2, (Beirut: Da>r al-

Fikr,  2007), 129. 
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yang merupakan bahasa penduduk Hijaz dipakai oleh madhhab Maliki dan 

Syafi’i.
28

 

 Menurut para ulama, mud{a>rabah adalah akad antara dua orang, di 

mana salah satu dirinya memberikan harta yang dimilikinya kepada yang 

lain untuk modal berdagang dengan perjanjian prosentase tertentu dari 

laba seperti separuh, sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat 

tertentu.
29

 

Definisi lain tentang mud{a>rabah yaitu perseroan antara tenaga dan 

harta, seseorang (s{a>h{ibul ma>l) memberikan hartanya kepada pihak lain 

(mud{a>ib) untuk berbisnis, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh 

akan dibagi masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan, bila terjadi 

kerugian, dibebankan kepada s{a>h{ibul ma>l, dan tidak sedikitpun 

dibebankan kepada pengelola yang bekerja kecuali kerugian yang 

disebabkan kelalaian pengelola.
30

 

2. Landasan Hukum Mud{a>rabah 

a. Al-Qur’an  

QS. Al-Muzammil ayat 20, 

   َ   َ َ َ َََ َََ

Artinya: ‚Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah.‛
31

 

 

QS. Al-Baqarah ayat 198. 

َ   َ ََ َََ َََ

                                                      
28

 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 26. 

29
 Abdur Rahman al-Jazi>ri>, Kita>b al-Fiqh ‘Ala> Madha>hibil al-Arba’ah, Juz 3, (Kairo: Da>r al-

Hadi>th, 2004), 32. 
30

 Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan ..., 130. 
31

 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan ..., 575.   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

38 

 

Artinya: ‚Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu.‛
32

 

 

b. Hadi{>th 

قاَلَ: ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَ ركََةُ: الَْبَ يْعُ إِلََ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،  نَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَسَلَّمَ أ

عِيِْْ للِْبَ يْتِ لَا للِْبَ يْعِ )رواه ابن ماجو عن صهيب(  وَخَلْطُ الْبُ رِّ باِلشَّ

 

Artinya: ‚Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung 

berkah: jual beli tidak secara tunai, muqa>rad}ah (mud}a>rabah), 

dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan 

rumah tangga, bukan untuk dijual.’‛ (HR. Ibnu Ma>jah dari 

S}uhayb).
33

 

c. Ijma’  

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayidina Abbas bin 

Abdul Mut{a>lib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara 

mud{a>rabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi 

lautan, menuruni lembah berbahaya, atau membeli ternak. Jiak 

menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung 

jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut 

kepada Rasulullah dan Rasulullah membolehkannya. 

Ibnu Quda>mah di dalam kitab al-Mughni> dari Malik Bin ‘Ila’ 

Bin Abdurrahman dari bapaknya, ‚bahwa ‘Usman telah melakukan 

qira>d{ (mud{a>rabah).‛ Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh 

sahabat sementara tidak ada satu orang pun yang mengingkari dan 

                                                      
32

 Ibid., 31. 
33

 al-Imam Muhammad Bin ‘Isma>’i>l al-s{an’a>ni>, Subulus Sala>m Sharh{ Bulu>ghul Mara>m, Juz 3, (al-

Azhar, Da>r al-Baya>n al-‘Ara>bi>, 2006),  885. 
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menolaknya, maka hal itu merupakan ijma’ mereka tentang kemubahan 

mud{a>rabah ini.
34

 

d. Qiyas  

Disamping mengemukakan dalil ijma’ ulama, Zuh{ayli> juga 

mengemukakan qiyas tentang mud{a>rabah dengan analogi terhadap 

transaksi musa>qah, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam 

bidang perkebunan. Dalam hal ini pemilik kebun bekerja sama dengan 

orang lain dalam pekerjaan penyiraman, pemeliharaan, dan juga 

merawat isi perkebunan, mendapat bagi hasil tertentu sesuai dengan 

kesepakatan dari hasil perkebunan. 

Dalam mud{a>rabah pemilik dana dianalogikan dengan pemilik 

kebun, sedangkan pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha. 

Mengingat dasar musa>qah itu valid dan tegas diambil dari sunnah 

Rasulullah saw, maka metodologi qiyas dapat juga dipakai untuk 

menjadi dasar diperbolehkan mud{a>rabah.
35

 

3. Rukun dan Syarat-syarat Mud{a>rabah 

Rukun mud{a>rabah ada enam yaitu : 

a. Pemilik modal (s{a>h{ibul ma>l) 

b. Pemilik usaha (mud{a>rib) 

c. Proyek/usaha (amal) 

d. Modal (ra’s al-ma>l)  

e. I>ja>b  qa>bu>l (s{i>ghat) 

f. Nisbah bagi hasil.
36

 

Adapun syarat-syarat mud{a>rabah  adalah sebagai berikut:  

a. Antara kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima modal harus 

berakal dan dewasa. 

                                                      
34

 Ibnu Hajar al-‘Asqala>ni, Bulu>ghul Mara>m, (Irfan Maulana Hakim), (Bandung: PT. Mizan 

Pustaka, 2010), 369. 
35

 Ismail Nawawi, Fiqih Mu’amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial, (Jakarta: Dwiputra 

Pustaka Jaya, 2010), 262.  
36

 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 

55. 
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b. Pemberi modal boleh memberi hak penuh (bebas) kepada orang yang 

akan menjalankan modalnya untuk urusan kerja atau perdagangan. 

c. Diterangkan dengan jelas atau diatur dalam perjanjian tentang 

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh orang yang akan 

menjalankan modal dan yang adil keuntungan dibagi menjadi dua. 

d. Kedudukan modal bisa berbentuk uang atau benda. 

e. Penerima modal dilarang menghutangkan barang kepada orang lain 

kecuali atas izin pemberi modal, temapt yang dituju harus jelas, 

sedangkan uang muka/belanja pribadi dan sedekah tidak ditanggung 

oleh pemberi modal. 

f. Penerima modal tidak dituntut ganti rugi (kecuali jika disia-siakan).
37

 

4. Macam-macam Mud{a>rabah 

Secara umum, mud{a>rabah terbagi menjadi dua macam, yaitu 

mud{a>rabah mut{laqah dan mud{a>rabah muqayyadah. Adapun definisi 

macam-macam mud{a>rabah menurut Wahbah Zuhayli adalah sebagai 

berikut: 

a. Mud{a>rabah Mut{laqah yaitu seseorang yang menyerahkan harta benda 

kepada orang lain tanpa ada batasan, atau menyerahkan harta dengan 

akad mud{a>rabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat dan 

siapa yang bekerja. 

b. Mud{a>rabah Muqayyadah yaitu seseorang yang menyerahkan harta 

benda kepada orang lain untuk usaha di Negara tertentu, barang 

dagangan tertentu, pada waktu tertentu atau tidak boleh menjual dan 

membeli kecuali dari orang tertentu.
38

 

5. Manfaat dan Resiko Mud{a>rabah 

Setiap transaksi yang dilakukan pasti ada manfaat yang diperoleh 

dan resiko yang ditanggung oleh pelaku transaksi. Beberapa manfaat 

mud{a>rabah adalah sebagai berikut: 

                                                      
37

 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), 456. 
38

 Wahbah Zuhayli>, al-Fiqhu al-Isla>miyyu Wa Adillatuhu, juz IV, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2000), 

632. 
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a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 

usaha nasabah meningkat. 

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaan secara tetap,tetapi disesuaikan dengan pandapatan atau 

hasil usaha bank,sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative 

spread. 

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan Cash flow atau 

arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang 

konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

e. Prinsip bagi hasil dalam mud{a>rabah ini berbeda dengan prinsip bunga 

tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu 

jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, 

sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 

Adapun resiko yang terdapat dalam mud{a>rabah adalah sebagai 

berikut: 

a. Side Streaming  yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti 

yang disebut dalam kontrak. 

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja 

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak 

jujur.
39 

6. Aplikasi Mud{a>rabah dalam Perbankan Syari’ah 

 Skema mud{a>rabah berdasarkan fiqih klasik adalah skema yang 

berlaku antara dua pihak saja secara langsung , yakni s{a>h{ibul ma>l 

berhubungan langsung dengan mud{a>rib. Hal inilah yang merupakan 

praktik mud{a>rabah yang dilakukan oleh Nabi. Dalam kasus ini, peran 

bank sebagai lembaga perantara tidak ada. Namun, ulama’ kontemporer 

melakukan inovasi baru atas skema mud{a>rabah, yakni mud{a>rabah yang 

                                                      
39

 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2001), 97-98. 
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melibatkan tiga pihak. Tamabahan satu pihak ini diperankan oleh 

perbankan syari’ah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan 

s{a>h{ibul ma>l dengan mud{a>rib.  

Bank menerima dana dari s{a>h{ibul ma>l dalam bentuk dana pihak 

ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk 

tabungan atau deposito mud{a>rabah dengan jangka waktu yang bervariasi. 

Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh 

bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang mengahsilkan. 

Keuntungan dari hasil penyaluran pembiayaan tersebut akan 

dibagihasilkan antara bank dengan pemilik DP-3.
40

 

Adapun syarat-syarat utama yang menyangkut perjanjian  

mud{a>rabah bagi perbankan Islam diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar mud{a>rabah (bank 

bertindak dalam kedudukannya selaku mud{a>rib). Tidak dipersyaratkan 

adanya pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah, baik 

yang menyangkut usaha, jangka waktu maupun lokasi (dikenal dengan 

mud{a>rabah muthlaqah). Namun harus tetap berdasarkan aturan 

syari’ah. 

b. Bank berhak menanam dana yang didepositokan nasabah langsung 

dalam bentuk investasi dan untuk keperluan overhead cost dan atau 

untuk menawarkan dana kepada para pengusaha nasabah bank. 

c. Bank boleh menggabungkan keuntungan dari investasi-investasi lain 

dan berbagai keuntungan bersih dengan para penyimpan dana 

berdasarkan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

d. Berbeda dengan perjanjian mud{a>rabah mut{laqah, bank dapat 

melakukan bentuk mud{a>rabah terbatas (mud{a>rabah muqayyadah) 

apabila dana tersebut disediakan oleh bank bagi para nasabah. bank 

mempunyai hak untuk menentukan syarat-syarat atas penggunaan dana 

yang menyangkut jenis usaha, jangka waktu, mupun lokasi. Namun 
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pembatasan tersebut tidak boleh diformulasikan sedemikian rupa 

sehingga merugikan kinerja nasabah yang bersangkutan. 

e. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah. 

f. Tanggung jawab sebagai shahibul mal hanya terbatas pada modal yang 

disediakan, sedangkan mud{a>rib terbatas pada kerja dan usahanya. 

g. Nasabah berbagi keuntungan dengan bank sesuai dengan perbandingan 

yang telah disetujui.
41

 

7. Akad Mud{a>rabah dalam KHES 

a. Pengertian Mud{a>rabah  

Adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal 

dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 

b. Syarat Mud{a>rabah  

1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. 

2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/mud{a>rib. 

3) Jumlah modal dalam suatu akad mud{a>rabah harus dinyatakan 

dengan pasti.  

4) Pembagian keuntungan hasil usaha antara s{a>h{ibul ma>l dengan 

mud{a>rib dinyatakan secara jelas dan pasti. 

c. Ketentuan Mud{a>rabah  

Ketentuan-ketentuan mud{a>rabah diatur dalam pasal 194-210 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yaitu sebagai berikut: 

1) Hak dan larangan mud{a>rib dalam transaksi mud{a>rabah: 

a) Mud{a>rib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya 

kembali untuk memperoleh untung. 

b) Mud{a>rib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik 

dengan tunai maupun cicilan. 

c) Mud{a>rib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan 

pengalihan piutang. 
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d) Mud{a>rib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang 

tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. 

e) Mud{a>rib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau 

meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari 

pemilik modal. 

f) Mud{a>rib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk 

bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang 

jika sudah disepakati dalam akad mud{a>rabah. 

g) Mud{a>rib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta 

kerjasama dengan sistem syariah. 

h) Mud{a>rib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-

beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

i) Mud{a>rib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya 

yang disepakati dalam akad dan tidak berhak mendapatkan 

imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.  

j) Mud{a>rib tidak boleh mencampurkan kekayaanya sendiri dengan 

harta kerjasama dalam melakukan mud{a>rabah, kecuali bila sudah 

menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha kecuali jika 

mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha 

khusus tertentu. 

k) Mud{a>rib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. 

l) Mud{a>rib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan 

atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui 

batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditentukan dalam akad. 

m) Mud{a>rib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada 

pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama 

mud{a>rabah. 

2) Hak dan larangan pemilik modal dalam mud{a>rabah: 
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a) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya 

yang disepakati dalam akad 

b) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha 

yang dilakukan oleh mud{a>rib merugi.  

c) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang 

melanggar kesepakatan dalam akad mud{a>rabah. Pemberhentian 

kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mud{a>rib. 

d) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihakpihak 

lain berdasarkan bukti dari mud{a>rib yang telah meningal dunia. 

3) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran 

s{a>h{ibul ma>l dan mud{a>rib, dibagi secara proporsional atau atas dasar 

kesepakatan semua pihak. 

4) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mud{a>rib dalam rangka 

melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari s{a>h{ibul 

ma>l. 

5) Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama 

mud{a>rabah yang terjadi bukan karena kelalaian mud{a>rib, 

dibebankan pada pemilik modal. 

6) Akad mud{a>rabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati 

dalam akad telah berakhir atau berakhir dengan sendirinya jika 

pemilik modal atau mud{a>rib meninggal dunia, atau tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum. 

7) Perselisihan antara pemilik modal dengan mud{a>rib dapat 

diselesaikan dengan perdamaian/al-shulh dan atau melalui 

pengadilan. 
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